
BUPATI SAMBAS 

BUPATI SAMBAS 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS 

NOMOR 7 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS 

NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA 

MENENGAH DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016 - 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SAMBAS, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 342 ayat (1) huruf c Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Peraturan 

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan. Jangka Menengah Daerah dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah, perubahan RPJMD dapat 

dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar, salah 

satunya perubahan kebijakan nasional terkait kewenangan 

daerah dan perubahan perangkat daerah;; 

b. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas 

Tahun 2016-2021 serta penyesuaian terhadap kebijakan 

Pemerintah Pusat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sambas 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021, perlu 

segera dilakukan perubahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 



Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021. 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 

Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II 

Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 

Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 

Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah 

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 

3. Undang-Undang 	Nomor 	17 Tahun 	2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 

2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang 



Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2019 tentang Laporan 

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6323); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4817); 

9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-

2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 3); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangja Menengah daerah dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

11. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 10 

Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi 

Kalimantan Barat Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah 

Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, 

Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat 

Nomor 8); 

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 



2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat Nomor 3); 

13. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 2 

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Kalimantan Barat 

Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan 

Barat Tahun 2019 Nomor 2); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2010 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Sambas Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sambas Tahun 2010 Nomor 2); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 

2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Sambas Tahun 2015 - 2035 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sambas Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Sambas Nomor 25); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 8. Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 31). 

Dengan persetujuan bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS 

dan 

BUPATI SAMBAS 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan 

	

	PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 

DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016-2021. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sambas Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sambas Nomor 31), diubah sebagai berikut: 



1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sambas. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD 

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. 

4. Bupati adalah Bupati Sambas. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah. 

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut 

Bappeda adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan 

tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan 

evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya 

disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan 

daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun; 

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya 

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan 

Daerah untuk periode 5 (lima) tahun; 

9. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut 

Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 

periode 5 (lima) tahun. 

10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 

adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja 

PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 

(satu) tahun. 

12. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manjemen yang 

dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/ kegiatan yang 

dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. 



13. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi 

masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap 

rencana dan standar. 

14. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan 

atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah 

karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik 

bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan 

menentukan tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimasa 

yang akan datang. 

15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan 

pada akhir periode perencanaan. 

16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program 

indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 

18. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah 

Daerah untuk mencapai tujuan. 

19. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih 

kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk 

mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, 

atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi 

pemerintah. 

20. Kinerja adalah keluaran/hasil dan i kegiatan/program yang akan 

atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran 

dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 

21. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif 

dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, 

manfaat, dan/atau darnpak yang menggambarkan tingkat capaian 

kinerja suatu program atau kegiatan 

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 2 

(1) Sistematika RPJMD memuat: 

BAB I. PENDAHULUAN; 

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH; 

BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH; 

BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS DAERAH; 

BAB V. VISI, MIST, TUJUAN DAN SASARAN; 



BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM 

PEMBANGUNAN DAERAH; 

BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM 

PERANGKAT DAERAH; 

BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; 

dan 

BAB IX. PENUTUP. 

(2) Uraian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dan i Peraturan Daerah mi. 

3. Ketentuan Bab IV, Pasal 5 diubah, dan Pasal 6 dihapus, sehingga Bab IV 

Pasal 5 dan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: 

BAB IV 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD 

Pasal 5 

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD. 

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. kebijakan perencanaan RPJMD; dan 

b. pelaksanaan RPJMD. 

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. kebijakan perencanaan RPJMD; 

b. pelaksanaan RPJMD; dan 

c. hasil RPJMD. 

(4) Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan oleh Bappeda. 

(5) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

4. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7, disisipkan 1 (satu) Bab dan 1 (satu) Pasal, 

yakni Bab IVA, dan Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

BAB IVA 

PERUBAHAN RPJMD 

Pasal 6A 

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila: 

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses 

perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan 



s' 

rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan; 

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang 

dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 

clan; 

c. terjadi perubahan yang mendasar (seperti terjadinya bencana alam, 

goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan 

keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional). 

(2) Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar, yang bersifat 

parsial dan/atau perubahan sasaran dan program tetapi tidak 

mengubah target akhir pencapaian sasaran daerah, maka penetapan 

perubahan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Sambas. 

Ditetapkan di Sambas 
pada tanggal 13 Juni 2019 

BUPATI SAMBAS, 

TTD 

ATBAH ROMIN SUHAILI 

Diundangkan di Sambas 
Pada tanggal 13 Juni 2019 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS, 

TM 

URAY TAJUDIN 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2019 NOMOR 7 

Salinan Sesua.  Dengan Aslinya 
KEPALA BA AN HUKUM 

MAR IJ SH 
Pembina Tk. I (IV/b) 

NIP. 19680612 199710 1 001 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 7/2019 

MY_HOME
Cap Sekda



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS 

NOMOR 7 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016-2021 

I. PENJELASAN UMUM 

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 telah ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas 

Tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran dan i visi, misi dan 

program Bupati dan Wakil Bupati yang penyusunannya berpedoman pada 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten 

Sambas Tahun 2000-2025 serta dengan memerhatikan dokumen 

perencanaan lainnya di tingkat Provinsi dan Nasional maupun dokumen 

perencanaan strategis lainnya di tingkat Kabupaten Sambas. Selain visi 

dan misi, RPJMD Tahun 2016-2021 memuat tujuan, sasaran, strategi, 

arah kebijakan dan program-program beserta pagu indikatifnya yang 

disusun dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. 

RPJMD selanjutnya digunakan sebagai pedoman penetapan Renstra 

Perangkat Daerah dan penyusunan RKPD serta digunakan sebagai 

instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

Pasal 264 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila 

berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan 

perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang 

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu dalam pasal 342 Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah diatur tentang perubahan RPJMD yang dapat dilakukan apabila: 



a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses 

perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan 

rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 

86 Tahun 2017; 

b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang 

dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 86 Tahun 2017, dan; 

c. Terjadi perubahan yang mendasar; 

Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 atau 

selama jangka waktu dua tahun sejak diberlakukannya RPJMD 

Kabupaten Sambas, yaitu tahun 2017 dan 2018, telah terjadi dinamika 

perkembangan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah dan perubahan kebijakan pemerintah 

pusat lainnya seperti adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat 

terkait struktur organisasi perangkat daerah, penerapan Standar 

Pelayanan Minimal (SPM), penerapan tujuan pembangunan 

berkelanj u tan / Sustainable Development Goals (SDG'S) , kebijakan 

transfer keuangan pemerintah pusat ke daerah, serta perlunya 

mengakomodir Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Barat periode 2019-

2023 dan Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024. Berbagai 

perubahan kebijakan tersebut sangat mempengaruhi asumsi-asumsi 

dalam perencanaan pembiayaan atau penganggaran pembangunan 

daerah sehingga secara langsung berpengaruh pada pencapaian target 

atau indikator pembangunan yang sudah ditetapkan. Perubahan yang 

terjadi tersebut harus diadaptasi oleh Pemerintah Kabupaten Sambas 

dengan melakukan perubahan RPJMD Kabupaten Sambas. 

Beberapa perubahan kebijakan diatas dan dasar pertimbangan 

perubahan RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Amanat PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 

Pada tahun 2016 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai pengganti 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah. Kemudian dalam rangka pelaksanaannya Menteri 

Dalam Negeri menetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 

061 / 2911 /SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang memuat point penting 

khususnya berkenaan dengan Perencanaan. Pembangunan Daerah 

yaitu mengamanatkan agar Pemerintah Daerah segera melakukan 



penyesuaian dokumen Rencana Pembangunan Daerah sesuai 

Kelembagaan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. 

2. Amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. 

Ketentuan pasal 342 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 

Tahun 2017 menyebutkan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan 

apabila terjadi perubahan yang mendasar (terjadinya bencana alam, 

goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan 

keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional). 

Sejalan dengan itu dalam jangka waktu 2 (dua) tahun pelaksanaan 

RPJMD Kabupaten Sambas 2016-2021 telah terjadi beberapa 

perubahan kebijakan nasional sehingga perlu untuk diakomodir 

dengan melakukan penyesuaian. 

3. Kebutuhan untuk mengintegrasikan RPJMD Kabupaten Sambas 

dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sandar Pelayanan Minimal, 

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable 

Development Goals/ SDG's) dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

4. Evaluasi RPJMD Tahun 2017 dan evaluasi berjalan RPJMD Tahun 

2018 yang memperoleh informasi dimana terdapat indikator yang 

capaiannya sudah melebihi target tahun terakhir periode RPJMD, 

beberapa indikator dinilai kurang mampu memberikan informasi yang 

lengkap terkait kinerja daerah serta beberapa target capaian yang 

dinilai kurang realistis. 

5. Masih terdapat sisa waktu yang memungkinkan yakni 3 (tiga) tahun 

untuk dilakukan perubahan RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-

2021 sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 pasal 342 ayat (2). 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka 

RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 perlu diubah dengan 

Peraturan Daerah dan selanjutnya dijadikan pedoman dalam menyusun 

Perubahan Renstra-PD. Pelaksanaan Perubahan RPJMD dijabarkan lebih 

lanjut dalam RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan Pemerintah 

Kabupaten Sambas untuk tahun 2019 sampai dengan 2021. 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

Cukup jelas. 

Pasal II 



Cukup jelas. 
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